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A. [bookmark: _Toc201299700]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pinjaman Online Ilegal di Polres Serdang Bedagai dilakukan melalui pendekatan normatif terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan. Beberapa pasal dalam KUHP yang digunakan antara lain Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 368 tentang pemerasan. Selain itu, Polres Serdang Bedagai juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketentuan-ketentuan ini digunakan sebagai dasar hukum untuk mengkaji dan menjerat pelaku pinjol ilegal yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
2. Proses Penyelidikan Aparat Hukum di Polres Serdang Bedagai menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan resmi dari masyarakat terkait kasus pinjaman online ilegal, meskipun petugas SPKT telah menerima banyak konsultasi dan pengaduan informal dari masyarakat. Hambatan utama yang menyebabkan korban enggan melapor antara lain rasa malu, ketakutan terhadap intimidasi lanjutan, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum. Hal ini berdampak pada terbatasnya dasar hukum bagi aparat untuk memulai proses penyelidikan secara formal.
3. Langkah-langkah penanganan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polres Serdang Bedagai meliputi analisis awal terhadap laporan, verifikasi bukti digital, pengecekan legalitas platform pinjol melalui daftar OJK, serta pemetaan unsur pidana yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, penyidik juga melakukan penyelidikan awal, pemeriksaan korban dan saksi, pelacakan digital dengan bantuan tim siber Polda, dan koordinasi dengan lembaga seperti OJK, Kominfo, PPATK, dan pihak perbankan. Penyelidikan hanya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan jika ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup.
4. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam penindakan pinjol ilegal, mengingat kejahatan ini bersifat lintas yurisdiksi dan sering melibatkan teknologi digital kompleks. Namun, karena keterbatasan wewenang di tingkat Polres, koordinasi langsung ke lembaga pusat seperti OJK atau Kominfo harus melalui jalur struktural, yakni Polda atau Mabes Polri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan pinjaman online ilegal yang pelakunya kerap menggunakan identitas palsu, akun anonim, serta aplikasi berbasis luar negeri.
5. Dampak dari praktik pinjaman online ilegal sangat merugikan korban, baik dari sisi materiil maupun non-materiil. Korban yang diwawancarai dalam penelitian ini mengalami tekanan psikologis, intimidasi sosial, pencemaran nama baik, serta penyebaran data pribadi secara ilegal. Hal ini mengindikasikan bahwa pinjaman online ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga kejahatan yang menyentuh hak asasi manusia dan ketertiban umum.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana pinjaman online ilegal memerlukan sinergi kuat antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan komprehensif sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, perlindungan bagi korban, serta menciptakan sistem keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab.
B. [bookmark: _Toc201299701]Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Polres Serdang Bedagai, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam bidang penyelidikan tindak pidana berbasis digital, termasuk kejahatan pinjaman online ilegal. Kerja sama yang lebih intensif dengan Polda, OJK, Kominfo, dan lembaga lain sangat diperlukan untuk mempercepat proses penanganan kasus dan pemblokiran platform ilegal.
2. Kepada Pemerintah, diharapkan untuk memperkuat regulasi dan sistem pengawasan terhadap aktivitas pinjaman online, serta memperluas edukasi literasi keuangan digital kepada masyarakat, agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan berbasis teknologi.
3. Kepada Masyarakat, diimbau untuk tidak ragu melaporkan apabila menjadi korban pinjaman online ilegal. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana sangat penting untuk mempercepat proses hukum dan mencegah semakin banyaknya korban.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas, seperti pada tingkat Polda atau Mabes Polri, agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang strategi nasional dalam penanggulangan pinjaman online ilegal secara terpadu.
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